


KATA PENGANTAR

Laporan Pengumpulan dan Pengolahan data HAM diifsioBengkulu disusun
oleh Direktorat Informasi HAM TA 2011. Data dan dnihasi yang dimuat merupakan
hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi lapBr@NHAM daerah oleh tim Pulahta.

Laporan ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan psmyan Laporan Tahunan
RANHAM dan evaluasi kemajuan yang dicapai dalamaksdnaan enam (6) pilar
RANHAM di Propinsi Bengkulu. Laporan Pengumpulam d@engolahan Data HAM TA
2011 mencakup antara lain : Geografis dan kependundu data utama pelaksanaan 10
kelompok hak dasar HAM 2010, serta data pendukuadgkator ekonomi/kesejahteraan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana KengriRtah 2010.

Lebih lanjut keseluruhan data yang tersaji dalafmlikasi ini merupakan statistik
resmi yang kami peroleh dari masing-masing SatuarjakPemerintah (SKPD). Kiranya
laporan ini dapat menjadi rujukan resmi bagi beabaghak yang berkepentingan,

khususnya dalam penghormatan, penegakan dan peameH&M.

Jakarta, April 2011
Direktur Informasi HAM

Budi Sulaksana, SH., M.Si
NIP. 19610515 198603 1 001
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A.

PROFIL WILAYAH

1. Geografit

Propinsi Bengkulu terletak di antara 2 derajat 1&nita3 derajat 31 menit
Lintang Selatan dan 101 derajat 01 menit-103 derélamenit Bujur Timur.
Propinsi Bengkulu di sebelah Utara berbatasan deRgapinsi Sumatra Barat, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra InddiaesRropinsi Lampung, di
sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonasiadid sebelah Timur
berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Propinsi uer@élatan.

Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah Barat magyan Bukit Barisan,
luas wilayahnya mencapai lebih kurang 1.978.87Qdnektau 19.788,7 kilometer
persegi. Wilayah administrasi Propinsi Bengkulu ragjang dari perbatasan
dengan Propinsi Sumatra Barat sampai ke perbatisagan Propinsi Lampung
yang jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samuodonesia pada garis
pantai sepanjang lebih kurang 433 kolimeter. Bagianurnya berbukit-bukit
dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bd&gaat merupakan dataran
rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utar&d&latan serta diselang-selingi
daerah yang bergelombang.

Tabel 1.1 Letak Provinsi Bengkulu Kpaten/Kota, Tahun 2010

Mo HKabupaten/Kota lbu kota
1 Fiabupaten Bengkulu Selatan| Kota Manna

=2 Fiabupaten Benglkulu Tengah | Kiarang Tingagi

3 Kabupaten Benglkulu Utara Arga Makmur

4 Klabupaten kKaur Bintuhan - Kaur Selatan
5 Flaabupaten Kepahiang Fiepahiang

5 Kabupaten Lebong Muara Aaman

¥ FKabupaten Mukomulko Mukormuko

(5] FKlabupaten Rejang Lebong Curup

9 Kabupaten Seluma Tais

10 | Kota Benghkulu -

! Kondisi Geografis Provinsi Bengkulu, Apriyanto Kiawan, Selasa 18 Mei 2010



2. Kependudukan
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu bedasarkan bassgus pada 2010 tercatat
1,7 juta jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 87#&36orang dan perempuan 837.730
orang. Dengan tingkat kepadatan sebanyak 87 omaAgl¥ari 10 Kabupaten/Kota
yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknyaladd Kota Bengkulu yakni
2.136 knf (Hasil Sensus 2010).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Isend@n Sensus Penduduk 2010

NO | KABUPATEN/KOTA LAKI  PEREMPUAN | JUMLAH KET
1 Bengkulu Selatan 71.896 70.826| 142.722
2 Bengkulu Tengah 50.551 48.019 98.570
3 Bengkulu Utara 131.829 124.529| 256.358
4 Kaur 55.838 51.789| 107.627
5 Kepahiang 64.040 60.971| 125.011
6 Lebong 49.693 47.891 97.091
7 Muko-muko 81.509 74.804| 156.312
8 Rejang Lebong 125.099 121.279| 246.378
9 Seluma 88.910 83.891| 172.801
10 | Kota Bengkulu 155.372 153.384| 308.756
JUMLAH 875.663 837.730| 1.700.000

(Diolah oleh Subdit Pulahta berdasar sumber BB&tagkulu 18 Agustus 2010)

Tabel 1.3 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bendlgustus 2010)

NO KETENAGAKERJAAN TA 2009 TA 2010 KETERANGAN
1. | Angkatan Kerja 829.000 855.000| Bertambah 26.000
2. | Penduduk Yang Bekerja 787.0p0 816.000| Bertambah 29.000
3. Penganggur 42.000 39.000| Penurunan 3.000
4. | Pengangguran Terbuka 508% 4,59 %
5. | Situasi Ketenagaan Kerja - - | Sebagian besar
(peningkatan jumlah pekerja sektor  mengalami
pening- tan jumlah
pekerja (kecual
sektor perta- ian,
industry dan sektor
transportasi)
6. | Tingkat Partisipasi Angkatarn 70,2 71,9%
Kerja

(Sumber : Diolah oleh Subdit Pulahta dari . Angkatéerja, Penduduk Yang Bekerja dan
Angka Pengangguran, Berita Resmi Statistik ProBesgkulu No. 43/12/17/Th.1V,
1 Desember 2010)



Keadaan ketenagakerjaan di Bengkulu, khususnyakudia tahun terakhir
ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang cukgpifé&ian pada kelompok
angkatan kerja, hal ini menunjukkan adanyapeniragkgang berarti dari jumlah
penduduk yang ingin memasuki pasar kerja. PadanbAgustus 2010 jumlah
angkatan kerja mencapai 855 ribu orang naik selka®§aibu orang jika dibanding
dengan angkatan kerja pada Agustus 2009 yang se8#%abu orang.

Secara umum struktur ketenagakerjaan di ProvinsigBgdu pada bulan
Agustus 2010 mengalami perubahan, angkatan ken@ lyakerja sebesar 816 ribu
orang dari bulan yang sama pada Agustus 2009 yaiu ribu orang, hal ini
menunjukkan terjadinya peningkatan yang berartighnpenduduk yang memasuki
pasar kerja.

Jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2010 sel8%aribu orang
mengalami penurunan 3 ribuan dari bulan Agustu® 2@besar 42 ribu orang, hal
ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi didaeralieinis meningkat terutama di
daerah pedesaan yang ditunjukkan dengan meningkagrga komoditi pertanian
khususnya perkebunan.

Peningkatan jumlah tenaga kerja dan dengan berfnyan pengangguran
menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (KPfmengalami perubahan
dari 70,2 persen pada Agustus 2009 menjadi71,@peada bulan Agustus 2010.

Berkurangnya jumlah pengangguran menyebabkan Tindgd@&ngangguran
Terbuka (TPT) mengalami penurunan , pada bulan t&gug2010 sebesar 4,59
persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnyastdg 2009 sebesar 5,08
persen (lihat tabel 1.4).

Tabel 1.4 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurutsitag Utama
Agustus 2010 dalam ribuan

KEGLATAM UTAR S ' Amusbus
2040
[} &)
1. FPemnduduk usia 13 akhun keatas 1. 190
2 Anghkatan Kefqa 8B5S
a. Bekerja B15
k. Tidak BEekerja (p=rno. =rbukal ==
= Bukan Angkatan Kega A=s
= Tingkat Fartisipasi Angkatan Kerja (TFAK] & 71,9
=

Tingkat Penoangguran Terloulka [TFT) %




a. Lapangan Pekerjaan Utam&

Tabel 1.5 memperlihatkan struktur penduduk yangehak menurut
lapangan pekerjaan utama.

Selama periode Agustus 2009 — Agustus 2010, jumpkiduduk yang
bekerja mengalami peningkatan disemua sektor lagpangaha kecuali sektor
Pertanian yang sedikit mengalami penurunan ,kemusdéktor industri dan
sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Sektor pertanian dari tahun ke tahun merupakaroseking paling dominan
diantara sector sector yang lain dalam hal mepysmaaga kerja pada bulan
Agustus 2010 yaitu sebesar 58,1 persen,namunijieamdingkan pada Agustus
2009 sebesar 60,6 persen, hal ini menunjukkan adg@eygeseran sektor
pertanian yang beralih kepada sektor lain seirgmggdn meningkatnya pekerja
disektor lain seperti dari sektor pardagangan aenstkuksi dan jasa.

Diurutan kedua adalah sektor perdagangan yang mpant,45 persen dan
ditempat ketiga sektor jasa kemasyarakatan yangcapean 14,53 persen,
sedangkan sektor-sektor yang lainnya relative kgaitu sekitar 4 persen
kebawabh.

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan cukuprbadalah ; sektor
perdagangan walaupun tidak signifikan yaitu dardlfersen pada Agustus
2009 menjadi 15,45 persen pada bulan Agustus 2@hdudian pada sktor jasa
kemasyarakatan dari 12,8 persen pada tahun 200fadandmt,6 pada tahun
2010 (lihat tabel 1.5).

Tabel 1.5 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekégpurut Lapangan Pekerjaan
Utama di Provinsi Bengkulu (Agustus 2010) dalansper

KEGIATAN UTAMA Agustus Aaustus Agushe Agushus Agushe
20046 2007 2008 2009 200

(1) (2 3 4 =) ()

1. Pedanian B39 61,6 5954 60,6 58,06

2. Perdagangan 123 13,5 142 134 1345

3. Jasa Kemasyarakatan 11.0 12,1 126 128 14 33

4 Angkutan dan Pergudangan 29 EX 40 42 ENI]

3 KonmstruksiBanunan 21 36 4.1 39 434

6. Laimmya 548 55 4 31 4%

Total 100.0 10,0 100,0 1000 100,0

? (Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 43M17/Th.IV, 1 Desember 2010)



3.

b. Pergeseran Status Pekerjaan

Dari tujuh pembedaan status pekerjaan yang ter@eala Survei Angkatan
Kerja Nasional (Sakernas), dapat diidentifikasi @okpok utama terkait
kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan fatnterdiri dari mereka
yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap darhMaryawan.Sementara
kelompok kegiatan informal umumnya adalah merekagyeerstatus di luar
itu.

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa pekerja yangabesstpekerja tak
dibayar’ masih memiliki persentase terbesar yamt8 persen pada tahun 2010
yang sedikit meningkat jika dibandingkan Agustu®2@ebesar 26,7 persen.
Pada urutan kedua adalah status berusaha dibamiu tak tetap/buruh tidak
dibayar yaitu 25,4 persen pada Agustus 2010. Urkitiga adalah status
buruh karyawan sebesar 22,3 persen, selanjutnyyusenstatus berusaha
sendiri sebesar 15,7 persen dan selebihnya dibawahsen.

Peningkatan pada pekerja formal, khususnya pekisgntu buruh tetap/
buruh dibayar dan buruh/ karyawan dari 22,7 peisgastus 2009 menjadi
24,9 persen Agustus 2010. Selebihnya 75,1 perseseldor informal yang
didominasi oleh pekerja tak dibayar 27,33 persanlousaha dibantu buruh
tidak tetap /buruh tidak dibayar sebesar 25,42gpers

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010

Indeks Pembangunan Manusia IPM) adalah indeks ksingang digunakan
untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negamd#ga hal mendasar
pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang did&ngan angka usia harapan
hidup sewaktu lahir, pendidikan yang diukur berdesmarata-rata lama sekolah dan
angka melek penduduk usia 15 tahun keatas, dadsstardup yang diukur dengan
pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan migrgaitas daya beli.

Pengukuran pembangunan manusia yang diukur IPM/KHBiap tahun
bersama 189 negara lainnya pada tahun 2009 befaosisil 111. Posisi tersebut
tidak saja mengalami penurunan dari kondisi semaltey berada pada urutan 109
tahun 2008 melainkan juga tidak mencapai targett@agunan Manusia Indonesia
yang telah disepakati pada Kongres pembangunamésdo tahun 2006, dimana
target peringkat HDI/IPM Indonesia tahun 2009 baerall posisi 100-105. Jika

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisonesia dalam indeks



pembangunan manusia Indonesia berada pada urutiari 600 negara, bahkan
terancam untuk dilewati Vietnam sebagai salah &akuatan ekonomi baru di
kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan tantanganskitaua untuk mempercepat

pencapaiannya di tahun 2014 dan 2015 berada dirbparangkat 100.

Gambar 1.1 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia P&10
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(Sumber : RAN Kesra Pembangunan Manusia Indor28di6-2014).

Tabel diatas menggambarkan kondisi IPM/HDI darp838vinsi di Indonesia,
masih terdapat 18 daerah yang kualitas IPM/HDI-thybawah rata-rata nasional.
Hanya 10 provinsi yang kualitas HDInya di atas -rata nasional. Kesenjangan
kualitas HDI antar daerah menjadi tantangan utaemadfintah dan para pemangku
kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kudlitagp rakyat khususnya di
daerah yang menjadi sumber devisa Negara yangi&sidDInya diatas rata-rata
nasional.

Bila kita amati Provinsi Bengkulu termasuk kategtmerah yang memiliki
kualitas IPM/HDI rata-rata nasional (71,76). Dgtng ada tidak menunjukkan

angka nyata Provinsi Bengkulu.



B.

HASIL IMPLEMENTASI HAM TAHUN 2010

1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANAM

Mengacu Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Keemam Hukum dan
HAM Bengkulu Nomor : W21.16.PR.Tahun 2010 tanggalApril 2010 tentang
Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Bagi PANPELNRAM Provinsi
Bengkulu Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Bengkalun 2010.

Telah dilakukan Rapat Koordinasi Pan Pel RANHAM ibAgggota Pan Pel
RANHAM Provinsi Bengkulu Tahun 2010., tanggal 28 30 April 2010 di Hotel
Madelin jalan Bhakti Husada Bengkulu. Dihadiri 5@rwakilan Panitia pelaksana
RANHAM Provinsi Bengkulu.

Dengan Output yang dihasilkan :
Telah dirumuskan Program Kerja Panpel RANHAM PreviBengkulu tahun

2010-2015
Telah dirumuskan Juklak/Juknis Pelaksana RANHAMvs Bengkulu tahun

2010-2015
Mendorong pembentukan Pusat Study HAM (PUSHAM) diMdgrsitas Bengkulu.
Mengusulkan agar di Benkulu dibentuk Komisi Dagt@®@MDA HAM).

2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Tabel 2.1 Perda Provinsi Bengkulu Tahun 2010

No. Judul Perda No. Perda

1. | Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang ARBINomor 1 Tahun 2010
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010

2. | Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang IRedriJasa Nomor 2 Tahun 2010
Usaha

3. | Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang BRedrf Nomor 3 Tahun 2010
Pelayanan Kepelabuhan di Provinsi Bengkulu

4. | Peraturan  Daerah  Provinsi Bengkulu  tentangNomor 4 Tahun 2010
Pertanggungjawaban APBD Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2009

5. | Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Réwafy Nomor 5 Tahun 2010
APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010




3. Pendidikan Hak Asasi Manusia
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahamamg HAM bagi

Panitia Pelaksana RANHAM dan kelompok masyarakagkanm dilakukan

bimbingan teknis dan sosialisasi HAM antara lain :

a. Sosialisasi HAM di Kab Lebong, tanggal 29 Juli 20di0Aula Sekretariat
Pemda Kab Lebong. Peserta 50 orang terdiri dariohg dari unsure
pemerintah (dinas/instansi), 10 orang guru/pendididn 10 orang unsure
masyarakat dan LSM.

b. Bimbingan Teknis HAM Kanwil Bengkulu, tanggal 24128 April 2010 di
Hotel Madelin jalan Bhakti Husada Bengkulu. Pesdfaorang dari instansi
pemerintah

c. Sosialisasi HAM di Kab Bengkulu Selatan, tanggal Rovember 2010 di
Aula Hotel Manna Bengkulu Selatan. Diikuti 50 pésetari unsur pemerintah
(dinas/instansi) dan unsur guru (pendidik).

4. Penerapan Norma dan Standar HAM

a. Hak Kesehatan

Tabel 2.2 Jenis Pelayanan/Kegiatan di Provinsi Belugrahun 2010

NoO Jenis Kondisi Tahun Target (kondisi Capaian
" | Pelayanan/Kegiatan 2010 yang diharapkan)| (Terealisasi)
1. Jamkesda 4.187

Keluarga Berencana
Jabaran RPJMN 2010-2014 yang harus dicapai se#hpnt anggaran
sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU no 52rnd&@09 dan Pil pres no 62
tahun 2010. dengan visi penduduk tumbuh seimbamgnt2015 dan TFR 2,1
dan NNR 1 dengan misi pembangunan berwawasan kegekan dan
mewujudkan Keluaraga Kecil bahagia dan sejahtera.
Maka sasaran Keluarga Berencana yang harus digagaitahun 2010
a. Sasaran pelayanan kontrasepsi peserta, KB bar,2g62akseptor
- 1UD = 3,947 akseptor
- MOW = 750 akseptor
- MOP = 100 akseptor



- Implant = 8600 akseptor

- Suntik = 36.780 akseptor

- PIL = 34.045 aksepor

- Kondom = 8.040 akseptor
b. Sasaran KB akitif = 229.524 akseptor
c. Sasaran Program PKB-KR= 227 Kelompok

- Tumbuh = 173 Kelompok

- Tegak = 34 Kelompok

- Teqgar = 20 Kelompok

(Sumber :Lap Hasil Pelaksanaan Program dan Angd@&BN Provinsi Bengkulu)

b. Hak Hukum Dan Keadilan

Tabel 2.3 Jenis Pelayanan/Kegiatan di Balai Pemalssttan Provinsi Bengkulu Tahun 2010

No Jenis Pelayanan/Kegiatan Kondisi Tahun Targef[ (kondisi Capa_ian _
2010 yang diharapkan) (Terealisasi)
Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
1 Jumlah Klien Dewasa
Laki-laki 605 - -
Perempuan 17
2. | Jumlah Klien Dewasa yang Mendapatkan
Pembebasan Bersyarat (PB) | 426
Cuti Bersyarat (CB) 189
Asimilasi -
Cuti Menjelang Bebas (CMB)| 7
3. | Jumlah Klien Anak
Laki-laki 243
Perempuan 6
4, Jumlah Klien Anak yang Mendapatkan
Pembebasan Bersyarat (PB) | 29
Cuti Bersyarat (CB) 26
Asimilasi -
Cuti Menjelang Bebas (CMB)| 1
5. Jumlah Permintaan Litmas dari Penyidik 193
6. | Jumlah Klien Anak yang Mengikuti Sidang’5
Pengadilan Negeri
7. Jumlah Petugas Balai Pemasyarakatan
Laki-laki 19
Perempuan 17

(Sum

ber : Lap Pengolahan Informasi Data HAM mhigthsi Bengkulu Tahun 2010)




Biro Hukum SETDA Provinsi Bengkulu

Tabel 2.4 Jenis Pelayanan/Kegiatan di SETDA Pro#esgkulu Tahun 2010

No Jenis Pelayanan Ko;glls(; th Target Capaian TeI(IatTiI;asi Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
aJumlah Pelanggaran
Perda
Yg ditindak lanjuti Tdk ada Tdk ada | Tdk ada | Tdkada | Tdk ada pengaduan/
yg tdk ditindak lanjuti | Tdk ada Tdk ada | Tdk ada | Tdk ada laporan yg masul
ke Biro Hukum
Setda Provins
Bengkulu terkait
dengan pelanggaran
Peraturan Daerah
b.Jumlah Pengaduan/ Tdk ada pengaduan/
Laporan masyarakat laporan yg masul
yang masuk terkait ke Biro Hukum
-Penyelenggaraan Tdk ada Tdk ada | Tdk ada | Tdk ada Setda Provins
pemerintahan Bengkulu terkait
-pelaksanaan Tdk ada Tdk ada | Tdk ada | Tdk ada dengan pelanggaran
pembangunan Peraturan  Daerah
Penyelenggaraan
Pemerintah dan
Pelaksanaan
pembangunan yang
dilaksanakan
Pemerintah Provingi
Bengkulu
c.Jumlah  pengadu: | Tdk ada Tdkada | Tdkada| Tdk ada Tdk ada pengaduan/
laporan  masyarakat laporan yg masul
yang ditindaklanjuti ke Biro Hukum
Setda Provins
Bengkulu terkait
mengingat tidak ada
pengaduan/ laporan
yang masuk.
d.Jumlah  pengadn/| Tidak ada Tdkada| Tdkada Tdk ada Tdk ada pengaduan
laporan  masyarakat laporan yg masul
yang tidak ke Biro Hukum
ditindaklanjuti Setda Provins
Bengkulu terkait
mengingat tidak ada
pengaduan/ laporan
yang masuk.




Il Hak Anak
a. Produk  Huku
Daerah tentang
Perlindungan terhadap
anak
- Peraturan Daerah | Peraturan Tdk ada | Tdk ada | Tdk ada Peraturan Daerah
Daerah Prov Bengkulu No
provinsi 21 Tahun 2006
Bengkulu tentang Pencegahan
Nomor 21 dan
tahun 2006 Penanggulangan
tentang Kekerasan
Pencegahan Terhadap Prempuan
dan dan anak dan
Penanggulan Peraturan Daerah
gan Provinsi Bengkulu
Kekerasan Nomor 22 Tahun
terhadap 2006 tentang
Prempuan Pemberantasan damn
dan Anak Pencegahan
Perdagangan
Perempuan dan
Anak telah
diundangkan dalam
Lembaran Daerah
tahun 2006.
-Peraturan DaerahPeraturan 10 Kab/ | Tidak Tidak ada | Tidak Ada Raperda
Kab/Kota Daerah Kota utk | ada Kab/Kota bekenaan
Provinsi TA 2010 dengan pemenuhar
Bengkulu Hak Anak yang
Nomor 22 disampaikan ke
tentang Pemerintah Provins|
Pemberantas Bengkulu smpai
an dan dengan bulan Juli
pencegahan 2010.
Perdagangar
Perempuan
dan Anak
Evaluasi
Raperda
kabupaten
Kota yang
berkaitan
dengan Hak
Anak untuk
TA 2010

(Sumber : Lap pelaksanaan Kegiatan RANHAM Bitkum SETDA Provinsi Bengkulu,
periode Januari -Juli 2010)



5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMMAS) merupaksalah satu
upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan PeleargddiAM (permasalahan
HAM yang terjadi di masyarakat baik yang dikomusikan maupun yang belum/
tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau sekel&ropng).

Pada tahun 2010, Tim YANKOMMAS Kantor Wilayah Kenbeman Hukum
dan HAM Provinsi Bengkulu telah menangani 11 kadwgaan pelanggaran HAM
baik yang diterima dari pengaduan masyarakat atagplaahan terhadap media
massa setempat.

Sehubungan dengan salah satu tugas YANKOMMAS yaé&mbuatan
Laporan Tahunan (Laptah) yang ditujukan kepada kiire YANKOMMAS
Kementerian Hukum dan HAM, maka dengan ini Tim YARKIMAS menyajikan
Data/ Fakta, Hambatan/ Kendala Dalam PenanganamaBalahan HAM dan
Kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan sephngermasalahan HAM yang
terjadi dan ditangani Tim YANKOMMAS Provinsi Bendku

6. Pemantauan, Evaluasi Laporan HAM
Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DIPA Tahun Anggar2®10 dalam
pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, hanya melalsandi 2 (dua) kabupaten
yaitu :
a. Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 16 Novegid® di Ruang Aula
Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Kabupaten Seluma, pada tanggal 18 November di RRapgt Bupati Seluma.

Hasil monitoring dan evaluasi RANHAM, dapadildit secara rinci dibawah ini.



IV. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI RANHAM
A. KABUPATEN BENGKULU SELATAN
1. Profil Kabupaten Bengkulu Selatan
Letak, Luas Wilayah dan Penduduk
Secara geografis Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di sebelah Barat Bukit Barisan. Luas
Wilayah administrasinya mencapal lebih kurang 1.186,10 KM’ , terletak pada 4 derajat 10 menit - 4
derajat 34 menit Lintang Selatan dan 102 derajat 48 menit - 103 derajat 17 menit Bujur Timur.
Sebelah Wtara berbatasan dengan Kabupaten Seluma sepanjang + 40 KM, sebelah Timur
berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan + 47,96 KM, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Kaur = 43 KM dan sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia + 40,52 KM.
Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 11 Kecamatan, 16 Kelurahan, 142 Desa dan 1 UPT
dengan rincian sebagal berikut :
Kecamatan Kedurang terdiri dari 16 Desa;
Kecamatan Pino terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa;
Kecamatan Seginim terdiri dari 1 Kelurahan dan 21 Desa;
Kecamatan Manna terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa;
Kecamatan Kota Manna terdiri dari 6 Kelurahan dan 4 Desa;
Kecamatan Pino Raya terdiri dari 21 Desa dan 1 UPT;
Kecamatan Kedurang Ilir terdiri dari 12 Desa;
Kecamatan Air Nipis terdiri dari 10 Desa;
Kecamatan Ulu Manna terdiri dari 10 Desa;
1IJ Kecamatan Bunga Mas terdini dari 10 Desa;
11. Kecamatan Pasar Manna terdir dar 7 Keiurahan dan 2 Desa,
Berdasarkan hasil estimasi BPS Tahun 2009 penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berjumiah
140.083 jiwa terdiri dari 71.319 laki-laki dan 68,764 perempuan.

et el R Rl

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2010 ;
a. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANHAM
- Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2004-2009 dikukuhkan
pada tanggal 15 Desember 2005 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bengkulu.
- Jumlah anggota Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2004-2009
sebanyak 41 terdiri dari 31 unsur Institusi Pemerintah, & unsur masyarakat dan 4 para pakar
dan akademisi;



- Sekretariat Panpel RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan berada di Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Apabila melihat SKB Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Bengkulu dan
Bupati Bengkulu Selatan Nomor : W21, 86. PR.09.05 Tahun 2005, Nomor : 370 Tahun 2005,
tanggal 1 Nopember 2005 keberadaan anggota Panpel RANHAM Kabupaten Bengkulu
Selatan 2004-2009 sudah tidak sesuai lagi dengan SKPD yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Persiapan Harmonisasi Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan, dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan secara
organisasi memang tidak melibatkan Kepanitian RANHAM Kabupaten, tetapi secara institusi
setiap pembentukan PERDA selalu melibatkan instansi (SKPD) dan lembaga-lembaga terkait
lainnya.

Dalam Laporan Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2004-2009,
tidak dilaporkan berapa jumlah perda yang telah dibentuk, disahkan dan dan diberlakukan
kurun waktu 2004-2009. Begitu juga dengan keterangan tentang berapa jumlah Perda yang
dibatalkan dan Perda yang bernuansa HAM. Demikian juga dengan quisioner terakhir yang
dimintakan oleh Sekretariat RANHAM Provinsi Bengkulu tidak ada jawaban/ balasan terhadap
isian terkait dengan harmonisasi ini. Data yang dapat kami laporkan adalah bahwa berdasarkan
Laporan Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 500/053/B.3/2008,
tanggal 9 Desember 2008, di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 1 (satu) Perda yang
bernuansa HAM yaitu Perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran
Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan”

c. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Desiminasi/Pendidikan/Sosialisasi HAM yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana RANHAM

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisai yang dilakukan oleh Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan
kepada para pedagang kaki lima dengan cara menghimbau dan melakukan penertiban serta
memindahkan PKS ketempat yang telah disediakan, melaksanakan pembinaan pada para
gelandangan dan pengemis yang keberadaannya mengganggu ketertiban dan ketentrarman
masyarakat;

2. Sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkulu Selatan tentang Penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Gratis bagi warga yang tidak mampu dan setiap pengurusan Akte bagi penduduk Bengkulu
Selatan digratiskan berdasarkan Keputusan Bupati No.147/2009;

3. - Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bengkulu Selatan
antara lain ; Sosialisasi kepada LSM, Ormas, OKP, Orsospol, Sosialisasi dana bantuan
keuangan kepada partai politik dan sosialisasi Undang-undang bidang politik;

4. Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas hak-
hak tenaga kerja kepada tenaga kerja dan pengusaha, Sosialisasi tentang program
kesehatan yang ada pada program Jamsostek;

5. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan kepada
masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menukar, lingkungan sehat, kelangsungan
dan perkembangan anak, gizi keluarga dan perilaku sehat melalui penyuluhan-penyuluhan,

6. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan
dengan cara rutin memberikan vaksin secera gratis - petani/peternak;

7. Sosialisasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Aparatur
Pemerintah Daerah,

d. Penerapan Norma dan Standar HAM




1) Hak Perekonomia.:

[No JENIS PELAYANAN/KEGIATAN JUMLAH % |
KONDISI TH |[TARGET YG | CAPAIAN | TIDAK |
2009  DIHARAPKAN|(TERIALISASI) TERIALISASI ;
1 2 3 E 5 6 |
A. Pertanian n
1.Perda Pertanian Perda 26/2000 - - = |
2.Jumliah masyarakat yg menda |
patkan bantuan berupa :
e Bibit / Benih
v Padi = 4.100 Ha | 4.100 Ha -
¥ Jagung - 1.000 Ha | 1.000 Ha -
¥ Kentang = - - .
v'Cabe = 5 : s
¥ Kol - - - -
v’ Kedelai / Kacang Tanah g 1.500 Ha | 1.500 Ha -
* Pupuk
¥ Urea - 3.126 Ton | 3.126 Ton -
v NPK ZA - 770 Ton | 770 Ton -
v Kompos - 340 Ton | 340 Ton -
e Pestisida £ £ =
® Peralatan Pertanian
¥"Hand Tractor - 465 465 .
v’ Cangkul E - - -
® Pembinaan atau Penyuluhan 16.858 100 % 100% 20 %
B. Kehutanan
1.Perda Kehutanan Perda - z =
No.04/1998 -
2.Rakyat jumlah masyarakat yang Perda 150 - -
mendapatkan pelayanan surat No.24/2000
jalan
3.Jumlah masyarakat yang
mendapat bentuan berupa :
* Bibit
v'Kayu Terebesi - 1200 Btg - -
v"Mahoni - 1987 Btg - -
v’Karet - 20 Btg - -
¥ Kayu Afrika - 690 Btg - -
¥'Kayu Bambang Lanang = 3775 Btg - -
¥ Gaharu - 240 Btg - -
¥ Ketapang . 35 Big - =
v"Rambutan - 360 Btg - -
¥'Mangga . 866 Btg s 2
¥'Durian - 519 Btg - -
v'Melinjo - 260 Btg = e
C. Kelautan dan perikanan Perda No. - . -
15/2001
1. Perda Kelautan dan Perikanan Perda No. 3 = n
| 1672001




2 L 4 5
3. Jumlah industri menengah Z 18 18
4. Jumlah industri kecil E 450 450
5. Bantuan modal usaha untuk % 120 120
industri kecil
6. Pembinaan dan bimbingan ¥ 120 120
industri kecil
. Perdagangan - 5 B
1. Perda perdagangan Perda No. = =
14/2001
2. Jumlah pedagang besar = 80 80
3. Jumlah pedagang kecil S 800 800
4. Jumlah pedagang kaki lima G =
5. Jumlah pedagang keliling 3 110 110
6. Bantuan modal usaha bagi = 120 120
pedagang kecil
7. Pembinaan bagi pedagang 120 120
kecil
. Sarana dan prasarana Perhub 8/2007 - =
1. Perda sarana dan Prasarana
2. Kondisi jalan
v' Baik . 60 % 60 %
v Sedang - 15 % 15 %
v" Rusak 25% 25 %
3. Jenis Jalan
v' Hotmix = 40 % 40 %
V' Aspal - 30 % 30%
v’ Pengerasan - 10 % 10 %
v" Tanah . 20 % 20 %
4. Kondisi Jembatan
v' Baik = 75 % 75 %
¥" Rusak - 25 % 25 %
5. Jumlah dan jenis bendungan
irigasi
¥" Bendungan - 5 5
¥ Dam = 9 9
¥ Embung - # -
6. Panjang irigasi
v Primer . 15 Km 15 Km
¥ Skunder - 5Km 5 Km
v Tersier - 1 Km 1 Km
7. jumiah pengeboran air tanah
vang dibuat oleh :
v Pemerintah - 17 Buah 17 Buah
¥" Masyarakat 2 8 Buah 8 Buah




2) Hak Pendidikan

No‘ JENIS PELAYANAN/KEGIATAN s JUMLAH KET. |
KONDIST TARGET YG | CAPAIAN TIDAK
TH 2000 | DIHARAPKAN |(TERIALISASI) TERIALISASI
1 2 3 4 5 3 ¥ 3
Hak Pendidikan \
a. Perda tentang pendidikan
v' Peraturan Bupati Perhub - .
12/2006 SK
420/426/2010
¥" Keputusan Bupati = S =
b. Jumlah Sekolah Pdd Dasar |
v SD - 124 124 ~ = ]
v Ml = 9 9 - - |
v SDLB - 1 1 - s
v’ SMP 35 35 - B
v MT 4 4 - -
¥~ SMPLB = = £ = =
Jumlah Sekolah Pendidikan
Menengah
v SMA/ MA/ SMK - 16 16 -
c. Jumlah sekolah yang dibangun
Pemerintah |
Pendidikan Dasar |
v SD - 124 124 - |
v Ml 9 9 -
v SDLB - 1 1 : !
v SMP/ MTS/ SMPLB = 40 40 - i
pendidikan Menengah ‘
v SMA/ MAN/ SMK - 16 16 - i
d. Jumlah Sekolzh yang dibangun ‘
Swasta
Pendidikan Dasar |
v SD/ MI/SDLB i = = !
v SMP/ MTS/ SMPLB 3 = 2 § |
pendidikan menengah 5
¥ SMA/MA/ SMK * 7 7 - J
e. Sarana Pendidikan ﬂ
v" Laboratorium Pada Tingkat - Lab IPA = 16 |Lab IPA = 16] - ;
SMP/Sederajat (Bahasa, Lt::t? ;‘&“;gliz LL:it)) ;‘;‘“;gllz ]
Komputer, IPA) Lab Fisika = 1]Lab Fisika=1 !-
v Laboratorium pada tingkat = = 8 - J
SMA/sederajat (Bahasa,
Komputer,|PA)
v Perpustakaan
v" SD/ MI/SDLB = 98 98 -
v SMP/ MTS o 21 21 %
v SMA/ MA/ SMK/ Umum z 13 13 -



































































(Sumber : Laporan pelaksanaan Monitoring, EvaldasiPelaporan Pelaksanaan RANHAM di Provinsi
Bengkulu) Tahun 2010).



PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

1. Petugas
Nama : Dyah Windajani Darmono
NIP : 19590807 198503 2 001
GOL . Pembina Tk I (IV/b)

JABATAN : Kasubdit Pengumpulan dan Pengolahan B
Ditjen HAM. Kementerian Hukum dan HAM

Nama : Nasyawiyah SH.MH
NIP : 19580910 197903 2 001
GOL : Pembina Tk I (IV/b)

JABATAN : Kepala Bagian Keuangan
Ditien HAM. Kementerian Hukum dan HAM

2. Waktu
Kegiatan dilaksanakan selama empat (4 ) hari dargdal 27 Maret sampai
dengan 30 Maret 2011, dengan rincian waktu selmegadut :
Hari 1 : Minggu 27 Maret 2011, tiba di Provinsi bersama lidabiAM (Das
Enlatuil Husna,SH, serta para Kasinya sdr Fajamdgah dan sdr Edi Maison
menyiapkan acara dan administrasi berkaitan RHKpatdinasi Pengumpulan
Data.
Hari 2 :Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Diataja pukul 9.00
WIB s/d 12.00 WIB. Acara dibuka oleh Kepala Kanki&menkum HAM, bp
Darus Amin SH dan ditutup oleh Kepala Divisi Palagn Hukum, bapak Timbul
Sinaga (Jadwal terlampir)
Hari 3 : Melengkapi dan verifikasi data HAM, menyelesaikdmanistrasi
Hari4 : Membuat draft pelaporan, dan kembali ke Jakarta

3. Peserta
Rapat Koordinasi pengumpulan Data, dihadiri 24 grgang terdiri dari Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM, Satuan Kerja PemerinRderah, Bappeda

(daftar terlampir)

4. Nara Sumber :
Nama : Das Enlatuil Husna,SH.

Jabatan . Kepala Bidang HAM



Lampiran : 3

JADWAL KEGIATAN

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PELAKSANAAN HAM

DI PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2011
HARI/TGL WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
Senin
28 Maret 2011] 07.30-08.30| Registrasi Panitia
8.30-09.15 | 1. Pembukaan 1. Protokol.

2. Sambutan Direktur
Informasi HAM

3 Sambutan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu
sekaligus membuka acara

secara resmi.

2. Nazawiyah SH

3. Darus Amin,SH

Pengolahan Data

09.15-09.30 Rehat Panitia
09.30-10.35 Penyampaian Materi

Pengumpulan dan Pengolahan

Data HAM
10.35-12.00, - Penjelasan Pengumpulan daRanitia Pusat

- Pengisian Pengumpulan Data Panitia Pusat

12.00-

selesai

Penutupan dan Penyelesaian

Administrasi

Panitia
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Daftar Nama Peserta

NO NAMA INSTANSI KET

1. Chandra Weli Kanwil Kementerian Hukum &HAM

2. Titing Supriatiningsih Kanwil Kementerian HukusaHAM

3 Asni Kanwil Kementerian Hukum &HAM

4 Arnia Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu

5 Doni Husnadi Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu

6 Chamsiah Hidayani BPS Provinsi Bengkulu

7 Fitri Aryati BPS Provinsi Bengkulu

8 Yenni Astuti Bappeda Provinsi Bengkulu

9 Lutikan Kanwil Kemenag Provinsi

10 Sohibi BKKBN Provinsi

11 Nurhayati Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

12 Rika Sati Pratiwi, Amd Keb Dinas Kesehatan FBengkulu

13 Hani Riyanti Dinas Kesejahtraan Sos Prov
Bengkulu

14 | JangCik Disnaker Trans

15 Isbullah BPS Kota

16 Tuti Hariyani Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

17 | ARais Bag Hukum Setda Kota

18 Tuti Daulay.H PN Bengkulu

19 M.Dani Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil

20 Medi Susanto Dinas Sosial Bengkulu

21 Rinjani BPS Bengkulu

22 Lidyastri BPS Kabupaten Bengkulu Utara

23 Yudhi Saputra BPS Kephyang

24 Nur Iman Taufik BPS Kabupaten Seluma
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